
t.ingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Perrrerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ;2004 Nomor 1 ZS, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagairnana tclah diubah tcrakhir dengarr Undang­ 
Undang Nomcr 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Aias Undang-Undartg Nornor 32 Tahuf 200L 
tentang Pernerintahan Daerah (l.ernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2,00J?, Nomor 59., Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia N'omorA844); 

3. Peraturan Pernerintah Nornor 32 Tahun 1'950 rentang 
Penetapan IV!ulai Berlakunya Undang-Undang l 950 
Nomor 12, 131 14 dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah-daerah Kahuparcn di .Jawa 'I'irnun/Tcngah,' 
Barat clan Daerah Istimewa Yogyakarta [Beri La ~egara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

4. Peraturan Dacrah Kabupaten Steman Nomor 7 Tahun 
2.008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran 
Daerah Kabuparen Sleman lahun 2008 Nomor 2 Seri 8); 

tenrang 
Dalarn 

Urrdang-Undang Nornor 15 Tahun 1950 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupatcn 

1. Mengingat 

bahwa unluk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran 
Pcnd apatan dan Bclanja Dacrah tahun anggaran 20J4 pcrlu 
rnenetapkan Pcraturan. Bupati ientang Standarisasi Harog!l. 
Barang dan .Iasa Tahun Anggaran 2014; 

Menimbang 

BUPATl SLEMAN, 

DENGAN R.l\:HtvL\T TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDl\RlSAS! HARGA 8.ARANG DAN JA.8A T;\UUN l,NQGARA.N '2014 

TENT ANG 

PERATURAN RUPATl SLEMAN 
NQi\:fOR 36 TAHUN 2013 

BUPATISLEMAN 



(1) Dalarn hal stand:ar harga barang yang digunakan belum ditetapkan. dalarn 
Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati. 

Pasal 5 

(2) Perserujuan Bupati mengenai standarisasi harga jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(l) Dalarn ha! kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi 
waktunya cleh peraturan perundang-undangan, dari/atau pelaksanaan 
ketugasau bersifat lintas lnstarrsl/Iernbaga dan/atau lintas sektor dalam 
rnenghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan 
standar harga jasa tersendiri berdasarkan persetujuan Bupati. 

.Pasa14 

Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraruran Bupati ini 
rnerupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa . 

Pasal 3 

(2) Standarisasi harga barang dan .jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disusun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Standarisasi harga barang clan jasa tahun anggaran 2014 disusun 
dcngan-sistcmatika sebagai berikut: 
a. standar harga jasa; 
b. standar harga sarans kerja; 
c. standar harga kontruksi, 

,. 

Pasal2 

Standarisasi harga barang dan .jasa tah.u.n .anggru:an 2014 aclal~h harga barang, 
dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa 
dalam rahun anggaran '20 14. 

PasaJ L 

PERATURAN BUPATJ TENTANG STANDARJSASI HARGA 
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2014. 

Menetap.kan 

MEMUTUSKAN: 



(3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah berdasarkan basil kajian. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekornendasi kepada 
Bupati, 

(2) Dinas Pcngelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan, Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah rnelakukan pengkajian 'atas usulan 
pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(I] Satuafi kcrja perangkat dacrah yang mengajukan permohonan 
persetujuan Bupari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6 rnenyampaikan perrnohonan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Kepala Dinas Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah. 

Pasal 1 

(3J Persetujuan B'upati rnengenai standarisasi harga barang clan jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditetapkan dengan Keputusan 
Bu pa Li. 

('2) Bupati dalam mernberikan persctujuan harga barang atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I], mernpertimbangkan survey harga 
barang atau jasa dari satuan kerja, pcrangkat daerah yang mengusulkan 
paling sedlkit dari 3 (tiga) penyedia barang atau jasa, 

Dalam, .hal standar harga barang atau jasa yang ditetapkan dalarn 
' Pcraturan Bupati ini lebih rendah. dari harga yang 'beredar di pasaran, 

maka dapat menggunakan .harga pasar yang berlaku setelah rnernperoleh 
pcrscrujuan Bupati. 

(1) 

Pasal6 

(4) Dikecualikan dari kcwajiban sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. kegiatan yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang­ 

undangan yang lcbih tinggi; 
b. harga barang yang dibeli kurang, dari Rpl.000.000,00 (satu juta 

rupiah) per satuan barang, dan harga keselururran. per barang paling. 
banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Pcrsetujuan Bupati mengenai standarisasi harga barang. sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diretapkandengan Keputusan Bupati. 

(2) Bupari dalam memberikan persetujuan harga barang scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey bar.ga barang dari 
saruan kerja perangkat daerah yang rnengusulkan paling sedikit dari 3 
(cig;.1) 'pcnyedja barang. 



BERITA DAERAH KABUPATEN SLe;M,o;N TAHUN 20H3 NOMO~ 20 SER1 ~ 

. '. SEKRETARlS DAERAH 

1<.ABUPATEN SLEMAN, 

Diunda11gkar. di Sleman. 
pada tanggal 6 Se:,teinber 2C13 

SRI PVRNOMO 

BUPA'l'I SLEMAN, 

~.- 
Ditecapkan dl Slernan, 

pada tanggal lS Se':lternber Q013 

Agar setiap orang mengdanuihya, memerintahkan pengundangaa Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sleman, 

Peraturah-Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditmdang}rnn. 

Pasal8 

------ 
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